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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemberlakuan asas lex specialis 

derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hukum Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) dalam menuntut dan Hakim dalam memutus yang mengesampingkan asas lex 

specialis derogat legi generali dalam praktik pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran 

hutan dan lahan, serta kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran 

hutan dan lahan di masa mendatang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dasar 

hukum asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana adalah ketentuan 

Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merumuskan bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang 

melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum 

pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum 

pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. Pertimbangan hukum JPU dalam 

menuntut dan hakim dalam memutus yang mengenyampingkan asas lex specialis derogate legi 

generali dalam praktik pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah 

ketiadaan sanksi pidana denda dan hukuman subsider dalam KUHP serta hati nurani JPU dan 

hakim dengan kebebasan menentukan tuntutan dan putusan sanksi pidana yang ringan 

dikarenakan bagi tindak pidana tersebut memiliki batas maksimum khusus. Kebijakan hukum 

pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah : pertama, penerapan 

ancaman pidana dalam tuntutan dan sanksi pidana dalam putusan hakim yang seberat-beratnya 

ditujukan dan lebih tepat khususnya kepada subjek hukum badan usaha bukan perseorangan; 

kedua, pelarangan pembakaran hutan sepenuhnya tanpa alasan apapun khususnya pelarangan 

membukan lahan dengan cara membakar hutan sepenuhnya, mengingat sekecil apapun 

pembakaran tetap berpotensi kepada perluasan dari akibat pembakaran tersebut yang memberi 

kerugian yang luas bagi kesehatan masyarakat, keberlangsungan lingkungan hidup, dan negara- 

negara tetangga, terlebih pembakaran dilakukan pada musim kemarau dan pada masa curah 

hujan yang rendah. 
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Disetujui : 2 Juni 2020 

 

*Jaksa di Kejaksaan Negeri Muara Enim 

 

PENDAHULUAN 

 

Secara normatif, membakar hutan dan lahan merupakan suatu tindak pidana 

sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 187 ke-1 dan Pasal 

188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),1 sebagaimana masing-masing 

merumuskan : 

Pasal 187 ke-1 KUHP : 

 

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, 

diancam: 

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan 

tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 

2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan 

tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; 

3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 

dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi 

nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.” 

 

Pasal 188 KUHP : 

 

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau 

banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 

kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika 

karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena 

perbuatan itu mengakibatkan orang mati.” 

 

Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan selain diatur dalam KUHP, secara 

khusus diatur dan diancam pidana pula pada perangkat hukum dalam level undang- 

undang, antara lain berdasarkan : 

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana 

diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d juncto 

Pasal 78 ayat (3)), yang merumuskan : 

“Barang siapa dengan sengaja membakar hutan, diancam dengan 

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).” 
 

1 Josua Indra, dkk., “Kajian Kriminologi terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak 

Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017, 

Fakultas Hukum Univerisitas Diponegoro, hlm. 5. 
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diatur dan diancam pidana 

berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h juncto Pasal 108, yang merumuskan : 

“Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara 

membakar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 

3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).” 

 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana 

diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 56 ayat (1) juncto Pasal 108, 

yang merumuskan : 

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan2 yang membuka dan/atau mengolah 

lahan dengan cara membakar, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 

10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).” 

 

Pemidanaan berdasarkan ketiga undang-undang di atas merupakan ketentuan- 

ketentuan khusus, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan pelaku pembakaran hutan 

dan lahan sedapat mungkin diterapkan ketentuan-ketentuan khusus tersebut, sesuai 

dengan asas lex specialis derogat legi generale, yang mana artinya, undang-undang 

yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.3 Tetapi faktanya, 

pemidanaan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan masih didasarkan kepada 

KUHP khususnya ketentuan Pasal 187 ke-1 dan Pasal 188 KUHP, walaupun dalam 

tuntutan Kesatu, Kedua, dan Ketiga JPU bervariasi kepada terdakwa dituntut bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2014 tentang Perkebunan. Berikut ini beberapa contoh kasus konkret : 

1. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 

290/Pid.B/LH/2019/PN Pbu, dalam amar putusan disebutkan : 

 

 
2 Ruang lingkup “pelaku usaha” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2014 tentang Perkebunan meliputi pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola 

Usaha Perkebunan. 
3 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung 

: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 7. 
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a. Menyatakan Terdakwa Gusti Maulidin Als Lidin Bin Khormansyah 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “Dengan sengaja membakar“ sebagaimana dakwaan alternatif 

ketiga Penuntut Umum melanggal Pasal 187 ke-1 KUHP; 

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut 

diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; 

 

2. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN 

Pbu, dalam amar putusan disebutkan : 

a. Menyatakan Terdakwa Sarwani als Isar Bin Astar telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan 

sengaja membakar“ sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut 

Umum melanggal Pasal 187 ke-1 KUHP; 

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut 

diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; 

 

3. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 284/Pid.B/LH/2019/PN 

Pbu, dalam amar putusan disebutkan : 

a. Menyatakan Terdakwa Salamin Bin Mawe tersebut diatas, terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran”; 

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Salamin Bin Mawe oleh 

karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; 

 

4. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 116/Pid.B/LH/2020/PN 

Pkb, dalam amar putusan disebutkan : 

a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Karta bin Subandi tersebut diatas, 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“kealpaannya menyebabkan kebakaran jika karenanya timbul bahaya 

bagi barang”; 

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Karta bin Subandi 

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; 

 

Berdasarkan keempat putusan dengan pemidanaan berdasarkan KUHP di atas, 

maka didapati bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 

tidak digunakan sebagai lex specialis sehingga memiliki konsekuensi kepada disparitas 

putusan dan ketidakpastian hukum secara normatif. Terlebih, tindakan pembakaran 

hutan dan lahan telah sangat berakibat buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat 
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dan menjadi permasalahan tahunan yang harus diterima dampaknya oleh masyarakat 

luas khususnya dan negara-negara tetangga pada umumnya. 

Isu hukum yang dibahas dalam tesis ini adalah terkait permasalahan mengenai 

dasar pemberlakuan asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan 

pidana, pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut dan Hakim dalam 

memutus yang mengesampingkan asas lex specialis derogat legi generali dalam praktik 

pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, serta kebijakan hukum 

pidananya di masa mendatang. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber data diperoleh 

dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi 

lapangan, dianalisis secara kuantitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan 

menggunakan logika berpikir deduktif. 

 
ANALISIS DAN DISKUSI 

Dasar Pemberlakuan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem 

Peradilan Pidana 

Dalam bidang hukum pidana, dasar pemberlakuan asas lex specialis derogat legi 

generali dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “Jika 

suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam 

ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”. Artinya, jika 

terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, 

yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah 

ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang 

dikenakan kepada pelakunya.4 Oleh karenanya, komponen sistem peradilan pidana, 

khususnya Kepolisian dalam penyidikan, Kejaksaan dalam pembuatan dakwaan, dan 

Hakim dalam memutus, dapat didasarkan kepada ketentuan hukum pidana khusus yang 

mengenyampingkan ketentuan hukum pidana umum yaitu KUHP. 

 

 

 
4 Eddy O.S. Hiariej, 2009, Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di 

Kalangan Penegak Hukum, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 5. 
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Dinamika kehidupan sosial dan perkembangan teknologi sejalan pula dengan 

dinamika motif kejahatan yang semakin canggih dan beragam bentuknya. Oleh 

karenanya, peraturan perundang-undangan pun harus dinamis dalam mengatur dan 

mengancam pidana motif kejahatan-kehajatan baru tersebut. Konsekuensinya, demi 

penegakan hukum yang berkepastian hukum, diperlukan peraturan perundang-undangan 

yang secara khusus mengatur suatu tindak pidana baru, yang mana sebelumnya tidak 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Implementasinya, 

peraturan perundang-undangan yang baru yang khusus tersebut diutamakan daripada 

peraturan perundang-undangan yang umum dengan berlandaskan pada asas lex specialis 

derogate legi generali, sehingga penafsiran-penafsiran terhadap peraturan perundang- 

undangan yang lama telah diakomodasi peraturan perundang-undangan yang baru. 

Pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut dan Hakim 

Dalam Memutus Yang Mengeyampingkan Asas Lex Specialis Derogat Legi 

Generali Dalam Praktek Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan 

dan Lahan 

 
Berdasarkan KUHP, aturan dan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana 

pembakaran hutan dan lahan didasarkan pada ketentuan Pasal 187 ke-1 dan Pasal 188 

KUHP. Implementasinya dapat diuraikan pada tabel berikut : 

Tabel I 

Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan KUHP dan Undang- 

Undang Diluar KUHP 

 

Dakwaan/Tuntutan Berdasarkan KUHP 

No. Putusan Dakwaan Tuntutan 

1. Putusan PN Pangkalan Bun 

No.290/Pid.B/LH/2019/PN 

Pbu 

I. Pasal 108 jo. Pasal 69 

ayat (1) huruf h UU 

PPLH 

II. Pasal 78 ayat (3) jo. 

Pasal 50 ayat (3) huruf 

d UU Kehutanan 

III. Pasal 187 ayat (1) 

KUHP 
IV. Pasal 188 KUHP 

Pasal 187 ke-1 

KUHP 

2. Putusan PN Pangkalan Bun 

No. 291/Pid.B/LH/2019/PN 

Pbu 

I. Pasal 108 jo. Pasal 69 

ayat (1) huruf h UU 

PPLH 
II. Pasal 78 ayat (3) jo. 

Pasal 187 ke-1 

KUHP 
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  Pasal 50 ayat (3) huruf 

d UU Kehutanan 

III.Pasal 187 ayat (1) 

KUHP 
IV. Pasal 188 KUHP 

 

3. Putusan PN Pangkalan Bun 

No. 284/Pid.B/LH/2019/PN 

Pbu 

I. Pasal 108 jo. Pasal 69 

ayat (1) huruf h UU 

PPLH 

II. Pasal 187 ayat (1) 

KUHP 
III. Pasal 188 KUHP 

Pasal 187 ke-1 

KUHP 

4. Putusan PN Pangkalan Balai 

No. 116/Pid.B/LH/2020/PN 

Pkb 

I. Pasal 108 jo. Pasal 69 

ayat (1) huruf h UU 

PPLH 
II. Pasal 188 KUHP 

Pasal 188 

KUHP 

Dakwaan/Tuntutan Berdasarkan UU Diluar KUHP 

No. Putusan Dakwaan Tuntutan 

1. Putusan PN Dumai No. 

37/Pid.B-LH/2017/PN.Dum 

I. Pasal 78 ayat (3) jo. 

Pasal 50 ayat (3) huruf 

d UU Kehutanan 

II. Pasal 108 jo. Pasal 69 

ayat (1) huruf h UU 

PPLH 

III. Pasal 187 ayat (1) 

KUHP 
IV. Pasal 188 KUHP 

Pasal 50 ayat 

(3) huruf d jo. 

Pasal 78 ayat 

(3) UU 

Kehutanan 

2. Putusan PN Siak No. 

89/Pid.B/2014/PN.Siak 

I. Pasal 78 ayat (3) jo. 

Pasal 50 ayat (3) huruf 

d UU Kehutanan 

II. Pasal 108 jo. Pasal 69 

ayat (1) huruf h UU 

PPLH 

III. Pasal 26 jo. Pasal 48 

ayat (1) UU 

Perkebunan 
IV. Pasal 188 KUHP 

Pasal 69 ayat 

(1) huruf h jo. 

Pasal 108 

UU PPLH 

3. Putusan PN Tembilahan No. 

94/Pid.Sus/2014/PN.Tbh 

I. Pasal 108 jo Pasal 69 

ayat (1) huruf h UU 

PPLH 

II. Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 

108 UU Perkebunan 

Pasal 56 ayat 

(1) jo. Pasal 

108 UU 

Perkebunan 

 

Kembali kepada fakta, bahwa walaupun dalam dakwaan alternatif didasarkan baik 

kepada KUHP dan undang-undang diluar KUHP, tetapi pada beberapa tuntutan justru 

didasarkan kepada KUHP, sedangkan undang-undang diluar KUHP secara definitif 
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sejalan dengan unsur-unsur pokok perbuatan para pelaku. Hal ini didapati pada tuntutan 

JPU pada empat putusan yaitu : Putusan PN Pangkalan Bun Nomor 

290/Pid.B/LH/2019/PN Pbu; Putusan PN Pangkalan Bun Nomor 

291/Pid.B/LH/2019/PN Pbu; Putusan PN Pangkalan Bun Nomor 

284/Pid.B/LH/2019/PN Pbu; dan Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 

116/Pid.B/LH/2020/PN Pkb, yang variatif menuntut berdasarkan Pasal 187 ke-1 KUHP 

dan Pasal 188 KUHP. Artinya, dalam membuat tuntutan, para JPU telah 

mengenyampingkan asas lex specialis derogate legi generali. 

Pada keempat tuntutan didasarkan pada KUHP, padahal, mendasarkan tuntutan 

kepada UU Kehutanan, UU PPLH, dan UU Perkebunan pun dapat dilakukan karena 

memiliki batas minimum khusus dan maksimum khusus pidana penjara, sehingga JPU 

pun memiliki kewenangan menentukan batas terminimum bagi para terdakwa atas 

pidana penjara. Artinya, baik KUHP dan undang-undang diluar KUHP dapat dijadikan 

dasar penuntutan. Tetapi, apabila dianalisis lebih mendalam, KUHP tidak mengenal 

pidana denda sebagaimana dikenal dalam UU Kehutanan, UU PPLH, dan UU 

Perkebunan. 

Berkaitan dengan uraian di atas, mengingat pula bahwa para terdakwa merupakan 

perseorangan dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, maka setelah didapati 

alasan yuridis penggunaan KUHP sebagai dasar penuntutan perihal ketiadaan pidana 

denda dalam KUHP, sangatlah bijak bagi JPU, mendasarkan pula tuntutan berdasarkan 

hati nurani selain pada KUHP. Dalam UU Kehutanan, UU PPLH, dan UU Perkebunan, 

tuntutan pidana penjara bagi pelaku harus diikuti dengan pidana denda yang jumlahnya 

tidaklah sedikit, walaupun JPU dapat menuntut pidana denda yang ringan mengingat 

ancaman pidana denda diatur secara maksimum khusus (maksimum khusus Rp. 10 M). 

Oleh karena itu, maka disinilah JPU menggunakan hati nuraninya yang berimbas 

kepada pengeyampingan asas lex specialis derogat legi generali tetapi juga tidak 

bertentangan secara yuridis.5 

Alasan lain JPU harus menggunakan hati Nurani, adalah bahwa ancaman pidana 

denda dalam UU PPLH dan UU Perkebunan tidak disertai subsidaritas hukuman 

 

 

 
 

5 Hasil wawancara dengan Moch. Jeffry, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Provinsi 

Sumatera Selatan, pada tanggal 25 Oktober 2020. 
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kurungan6, sehingga bagi para terdakwa selain menjalani pidana penjara juga harus 

memenuhi pidana denda. Sedangkan apabila didapati subsidaritas hukuman kurungan, 

tentu para terdakwa yang memiliki latar belakang dari golongan masyarakat tidak 

mampu, dapat mengganti pidana denda dengan kurungan.7 

Berikut di bawah ini peneliti uraikan tujuh putusan yang mana dalam dakwaan 

dan tuntutan beragam didasarkan kepada KUHP dan undang-undang diluar KUHP, serta 

amar putusannya masing-masing : 

Tabel II 

Ancaman Pidana Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Amar Putusan 

Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Diluar KUHP 

 

Ancaman Pidana Dakwaan/Tuntutan dan Amar Putusan 

Berdasarkan KUHP 

No. Putusan Ancaman Pidana 

Dakwaan 

Tuntutan Putusan 

1. Putusan PN 

Pangkalan Bun 

No.290/Pid.B/LH/ 
2019/PN Pbu 

Paling lama 

penjara 12 tahun 

penjara selama 

5 bulan 

penjara 5 bulan 

2. Putusan PN 

Pangkalan Bun No. 

291/Pid.B/LH/2019 
/PN Pbu 

Paling lama 

penjara 12 tahun 

penjara selama 

5 bulan 

penjara 5 bulan 

3. Putusan PN 

Pangkalan Bun No. 

284/Pid.B/LH/2019 

/PN Pbu 

Paling lama 

penjara 12 tahun 

penjara selama 

5 bulan 

penjara 10 

bulan 

4. Putusan PN 

Pangkalan Balai 

No. 

116/Pid.B/LH/2020 

/PN Pkb 

penjara paling 

lama 5 

tahun/kurungan 

paling lama 1 

tahun/biaya 

perkara Rp. 
4.500,- 

penjara selama 

10 bulan 

penjara 5 bulan 

Ancaman Pidana Dakwaan/Tuntutan dan Amar Putusan 

Berdasarkan UU Diluar KUHP 
 
 

6 Berbeda pengaturan dalam UU Kehutanan, Penjelasan Pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan 

merumuskan bahwa, selain pidana penjara dan denda kepada terpidana, pelanggaran terhadap Pasal 50 

ayat (3) huruf d, juga dapat dikenakan hukuman pidana tambahan. 
7 Hasil wawancara dengan Moch. Jeffry, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Provinsi 

Sumatera Selatan, pada tanggal 25 Oktober 2020. 
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No. Putusan Dakwaan Tuntutan Putusan 

1. Putusan PN Dumai 

No. 37/Pid.B- 

LH/2017/PN.Dum 

penjara paling 

lama 15 tahun dan 

denda paling 

banyak Rp. 5 M 

penjara 3 tahun 

6 bulan Denda 

sebesar 

Rp.1.835.529.9 

00,- subsider 4 

bulan penjara 

penjara 3 tahun 

denda Rp. 

1.835.529.900,- 

(apabila tidak 

dibayar, diganti 

penjara 4 bulan 

2. Putusan PN Siak 

No. 

89/Pid.B/2014/PN.S 

iak 

penjara paling 

singkat 3 tahun 

dan paling lama 10 

tahun dan denda 

paling sedikit Rp 3 

M dan paling 

banyak Rp. 10 M 

penjara 4 tahun 

dan denda Rp. 

3 M subsider 2 

bulan kurungan 

penjara 1 tahun 

denda Rp. 1 M, 

apabila tidak 

dibayar, diganti 

pidana 

kurungan 2 

bulan 

3. Putusan PN 

Tembilahan No. 

94/Pid.Sus/2014/PN 

.Tbh 

penjara paling 

lama 10 tahun dan 

denda paling 

banyak Rp. 10 M 

penjara 1 tahun 

dan denda Rp. 

1 M subsidiair 

6 bulan 

kurungan 

penjara   selama 

1 tahun denda 

Rp. 1 M, 

apabila tidak 

dibayar, diganti 

pidana 

kurungan  4 
bulan. 

 

Sama halnya dengan JPU yang mendasarkan dakwaan dan tuntutan secara 

yuridis/normatif dan hati nurani, hakim pun dapat memutus berdasarkan pertimbangan- 

pertimbangan yuridis dan hati nurani. Secara tidak tersirat sebenarnya diskresi hati 

nurani hakim telah ditunjang pula oleh norma yuridis, yang mana ketentuan Pasal 12 

ayat (2) KUHP menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu 

sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. 

Artinya, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (strafmaat) yang 

akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas’.8 Undang-Undang memberi kebebasan 

kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum   dan 

maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan.9 

Pada implementasinya, pada putusan kelompok pertama, pada umumnya hakim 

memutus pelaku dengan pidana penjara hanya selama 5 bulan, yang sejalan dengan 

tuntutan JPU. Sejalannya putusan dengan tuntutan yang didasarkan pada dakwaan JPU 

8 Hasil wawancara dengan Yudi Noviandi, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 

Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 1 November 2020. 
9 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 332. 
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yang jauh lebih ringan dari ancaman sanksi pidana pada masing-masing bentuk tindak 

pidana, memperlihatkan bahwa baik JPU dan hakim telah menggunakan hati nuraninya 

dalam membuat tuntutan dan putusan. Berbanding lurus dengan kelompok pertama, 

tuntutan dan putusan pada perkara kelompok kedua pun jelas memiliki jenjang 

pemidanaan yang jauh lebih ringan, yaitu pada umumnya pidana penjara selama 1 

tahun. Menarik pula untuk diketahui, bahwa walaupun UU PPLH dan UU perkebunan 

tidak mengenal subsidaritas pidana kurungan dan penjara, hakim mensubsidaritaskan 

pidana denda bagi para terdakwa dengan hukuman kurungan dan penjara apabila pidana 

denda tidak dibayar. Artinya kembali, hakim telah memutus berdasarkan hati nurani, 

yang mana selain memutus dengan mengenyampingkan pemidanaan menurut undang- 

undang diluar KUHP, juga dengan kebebasannya menjatuhkan putusan ringan bagi 

terdakwa termasuk mensubsidaritaskan pidana denda dengan hukuman kurungan dan 

penjara. 

 
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan 

dan Lahan di Masa Mendatang 

Demi proporsionalitas keadilan, seyogyanya ancaman pidana dan penerapan 

pidana seharusnya ditujukan utamanya kepada pelaku korporasi pelaku tindak pidana 

pembakaran hutan dan lahan karena sudah dapat dipastikan pembakaran dilakukan 

untuk pembukaan lahan untuk ditanami kembali dengan budidaya tanaman yang 

menjadi pokok bidang usaha korporasi pada umumnya.10 Kembali artinya, pemidanaan 

berat harus ditujukan kepada korporasi, bukan perseorangan. 

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), paling utama 

karhutla 99 % disebabkan atau diakibatkan oleh manusia, yang dilakukan karena alasan 

ekonomis, lebih cepat, lebih mudah dibandingkan menyiapkan lahan tanpa membakar. 

Pada masyarakat hukum adat di Indonesia, praktik ini pun sudah berlangsung lama. 

Permasalahan muncul ketika korporasi yang seharusnya memberi kontribusi positif bagi 

negara11, justru menjadi pelaku utama praktik pembakaran hutan dan lahan dengan 

 
10 Hasil wawancara dengan Yudi Noviandi, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 

Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 1 November 2020. 
11 Kehadiran korporasi banyak memberikan arti yang besar bagi dunia usaha dan memberikan 

kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan 

negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif, namun 

dampak yang diberikan oleh korporasi tidak selalu merupakan dampak positif melainkan juga terdapat 
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memanfaatkan musim kebakaran dan El-Nino. Modus pembakaran ini tidak lepas dari 

perhitungan untung-rugi perusahaan tanpa memperdulikan dampak kerusakan yang 

ditimbulkan.12 

Berdasarkan dampak kebakaran hutan dan lahan yang sangat merusak, 

bagaimanapun juga, apapun alasannya, pembakaran hutan oleh karena itu haruslah 

dilarang, karena walau wilayah pembakaran kecil, tetapi resiko perluasan pembakaran 

sangatlah besar. Ditambah apabila pembakaran dilakukan pada musim kemarau atau 

pada masa curah hujan yang rendah. Terlebih, tidak semua jengkal kawasan hutan dapat 

diawasi oleh penegak hukum sehingga para pelaku kerap lolos dari pemantauan dan 

mempersulit proses penyidikan. 

 
KESIMPULAN 

Dari uraian pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa dasar hukum asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan 

pidana adalah ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merumuskan bahwa apabila 

terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, 

yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah 

ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang 

dikenakan kepada pelakunya. 

Pertimbangan hukum JPU dalam menuntut dan hakim dalam memutus yang 

mengenyampingkan asas lex specialis derogate legi generali dalam praktik pemidanaan 

pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, khususnya berdasarkan Putusan 

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 116/Pid.B/LH/2020/PN Pkb atas nama 

terpidana Muhammad Karta bin Subandi, adalah ketiadaan sanksi pidana denda dan 

hukuman subsider dalam KUHP serta hati nurani JPU dan hakim dengan kebebasan 

menentukan tuntutan dan putusan sanksi pidana yang ringan dikarenakan bagi tindak 

pidana tersebut memiliki batas maksimum khusus. 

 

dampak negatif seperti banyak terjadinya pencemaran serta perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan 

oleh tindakantindakan korporasi. Lihat : Setiyono, 2014, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan 

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Malang : Bayumedia Publishing, 

hlm.1 
12 Rasio Ridho Sani (Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), 

2019, “KLHK Sebut Tiga Faktor Utama Penyebab Karhutla”, dikutip pada laman website : 

https://republika.co.id/berita/py5wtk409/klhk-sebut-tiga-faktor-utama-penyebab-karhutla, diakses pada 

tanggal 16 Februari 2020. 

https://republika.co.id/berita/py5wtk409/klhk-sebut-tiga-faktor-utama-penyebab-karhutla
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Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan 

lahan adalah : pertama, penerapan ancaman pidana dalam tuntutan dan sanksi pidana 

dalam putusan hakim yang seberat-beratnya ditujukan dan lebih tepat khususnya kepada 

subjek hukum badan usaha bukan perseorangan; kedua, pelarangan pembakaran hutan 

sepenuhnya tanpa alasan apapun khususnya pelarangan membukan lahan dengan cara 

membakar hutan sepenuhnya, mengingat sekecil apapun pembakaran tetap berpotensi 

kepada perluasan dari akibat pembakaran tersebut yang memberi kerugian yang luas 

bagi kesehatan masyarakat, keberlangsungan lingkungan hidup, dan negara-negara 

tetangga, terlebih pembakaran dilakukan pada musim kemarau dan pada masa curah 

hujan yang rendah. 

Saran yang bisa peneliti kemukakan, antara lain, kepada pemerintah, dalam 

rangka pelarangan membakar hutan, perlu meninjau kembali keberlakuan Pasal 69 ayat 

(2) UU PPLH dengan jalan melakukan judicial review, dikarenakan norma tersebut 

memberi peluang terjadinya pembakaran hutan untuk membuka lahan dengan luasan 

maksimal 2 Ha, termasuk dapat menjadi celah hukum terbitnya peraturan perundang- 

undangan turunan yang melegalisasi alasan-alasan tertentu diperbolehkannya membuka 

lahan dengan cara membakar. 
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